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Abstract 

The synergy between the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and 

the Sharia Supervisory Board (DPS) is crucial for the effective implementation of Islamic principles 

in Indonesia's financial sector. This synergy influences the development of sharia economic law, 

with DSN-MUI’s fatwas intended to serve as a legal framework for both financial and real sectors. 

However, the impact of these fatwas and their supervisory bodies (DSN-MUI and DPS) appears to 

be imbalanced, showing significant influence in the financial sector but not in the real sector. This 

study employs a normative-juridical method with historical, conceptual, and legal approaches, along 

with qualitative juridical analysis. The findings reveal two main points: (1) DSN-MUI as an external 

supervisor and DPS as an internal supervisor play a significant role in ensuring sharia compliance 

within the financial sector; (2) The influence of DSN-MUI and DPS is predominantly seen in the 

financial sector, with limited impact on the real sector of the sharia economy in Indonesia. 

Keywords: DSN-MUI,  DPS 

 

Abstrak 

Sinergi antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) sangat penting untuk efektivitas penerapan prinsip-prinsip Islam di sektor keuangan 

Indonesia. Sinergi ini berdampak pada perkembangan hukum ekonomi syariah, dimana fatwa DSN-

MUI dimaksudkan sebagai landasan hukum baik bagi sektor keuangan maupun sektor riil. Namun 

dampak dari fatwa-fatwa tersebut dan badan pengawasnya (DSN-MUI dan DPS) nampaknya tidak 

seimbang, menunjukkan pengaruh yang signifikan pada sektor keuangan namun tidak pada sektor 

riil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, konseptual, 

dan hukum, serta analisis yuridis kualitatif. Temuan ini mengungkapkan dua hal utama: (1) DSN-

MUI sebagai pengawas eksternal dan DPS sebagai pengawas internal memainkan peran penting 

dalam memastikan kepatuhan syariah di sektor keuangan; (2) Pengaruh DSN-MUI dan DPS 

dominan terlihat pada sektor keuangan, dan dampaknya terbatas pada sektor riil ekonomi syariah di 

Indonesia. 

Kata kunci: DSN-MUI,  DPS, 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan  lembaga  keuangan  ekonomi  syariah  terus  tumbuh, mulai  

dari  beberapa  tambahan  unit  syariah  dari  bank-bank  konvensional, hingga   

lembaga   keuangan   lainnya   dari   mikro   hingga   makro.   Basis ekonomi  syariah 

pada  lembaga  keuangan  tersebut  tentunya  didukung dengan   menggunakan   

prinsip   syariah   dalam   operasionalnya   yaitu berdasarkan  al-Quran   dan  Sunnah.   

Islam   mengatur   hubungan   antar manusia   dengan   manusia   lainnya   meliputi   

harta   kekayaan,   hak-hak kebendaan, dan penyelesaian sengketa, atau disebut fiqih 

muamalah.Fiqih   muamalah   bertransformasi   ke   dalam   perundang-undangan 

yang    mengatur    hukum    ekonomi    syariah    di    Indonesia.    Sehingga 

urgensinya semakin menguat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah 

pada perekonomian di Indonesia yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah,  agar  

dalam  praktiknya  perekonomian  Indonesia  memang benar-benar menjalankan 

syariat agama secara benar, baik dalam transaksinya maupun  pelayananya,  bukan  

hanya  labeling  semata(Ulumi,  2020). 

Allah berfirman  tentang  kewajiban  untuk  taat  dalam  mengikuti  syariah  

atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah:َ (“Kemudian  Kami  jadikan  engkau  

(Muhammad)  mengikuti syariat  (peraturan)dari agama itu, maka ikutilah (syari’at 

itu) danjanganlah    engkau    ikuti    keinginan    orang-orang    yang    tidak 

mengetahui” (Q.S. Al-Jaatsiyah:18) 

Di Indonesia, penegakan ekonomi syariah tidak terlepas dari regulasi 

Pemerintah,  supaya  instrumen  ekonomi syariah dapat  dijadikan  sebagai bagian   

kebijakan   ekonomi nasional.   Internalisasi   nilai-nilai   ekonomi syariah   perlu   

ditegakkan   dalam   hal   ihwal   perekonomian   Indonesia, sehingga     dalam     

menjalankan     regulasi     tersebut     ada     ekspansi kelembagaan   atau   institusi   

dalam   menjalankannya.   Undang-Undang Perbankan  Syariah  sebagai suatu  

simbol regulasi  yang  berlandaskan ekonomi  syariah,  dan  keberadaan  institusi  

lain  yang  berperan  penting dalam  pertumbuhan  ekonomi  syariah  seperti  

KNEKS  (Komite  Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) (Iswanto, 2016). 

Di sisi lain, implementasi sistem ekonomi syariah di Indonesia, tidak hanya  

pada  sektor  keuangan,  namun  juga  sudah  meluas  ke  sektor riil. Namun  

demikian,  perhatian  yang  diberikan  oleh  stake  holder,  terhadap dua sektor 

tersebut, belum seimbang. Sektor riil seperti sektor industri dan perdagangan   yang   

hampir   luput   dalam kacamata   ekonomi   syariah. Padahal,  sektor  riil  merupakan  

praktik  nyata  dalam  menghasilkan  produk halal.    

Jika   sistem   keuangan   syariah   hanya   mengedepankan   tujuan 

keuntungan   finansial,   akibatnya   pelaku   ekonomi   hanya   fokus   pada ekonomi   

yang   sifatnya   spekulatif (non-riil),   misalnya   jual-beli   surat berharga (saham 

dan obligasi) atau kegiatan transaksi dalam perbankan. Dampaknya  porsi  untuk  
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kegiatan  produksi  barang  dan  jasa  yang  sesuai syariah   semakin berkurang,   

kemudian   mengakibatkan   pertumbuhan sektor     riil     (investasi     produktif)     

melambat     dan     berakhir     pada ketidak seimbangan laju ekonomi syariah 

(Risal, 2019). 

Skema  yang  mestinya  terjadi  yaitu  sektor  keuangan  dan  sektor  riil 

dapat  saling  bersinergi  untuk  menghasilkanproduk  halal  dan  jasa  yang sesuai  

prinsip  syariah,misalnya pada  lembaga  keuangan  syariah  dan indutri wisata halal. 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-

MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip 

Syariah ditentukan bahwa biro perjalanan wisata syariah   harus   menggunakan   

jasa   lembaga   keuangan   syariah dalam  melakukan  pelayanan  jasa  wisata,  baik  

bank,  asuransi,  lembaga pembiayaan, penjaminan, maupun dana pensiun, serta 

pengelolaan dana dan  investasinya  wajib  sesuai  dengan  prinsip  

syariah(Mahardika,  2020).Jelas bahwa lembaga keuangan dan perbankan syariah 

memegang salah satu  faktor  penentu  keabsahan  biro  perjalanan  wisata  halal  

dan  wajib berperan   menyediakan   layanan   transaksi   yang   benar-benar   sesuai 

dengan   prinsip   Islam(Sidharta,   2018). 

Berlakunya   fatwa   tersebut membuat bank syari’ah dan industri wisata 

halal berkaitan erat serta tidak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Permasalahannya,  

banyak  ditemukan ketidak patuhan  pemenuhan  prinsip  syariah  yang  dalam  hal  

ini  yaitu industri  wisata  halal  yang  masih  menggunakan  layanan  transaksi  non-

syariah (konvensional) pada produk jasanya.Fatwa-fatwa yang mengatur aktivitas 

ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  dikeluarkan  

oleh  Dewan  Syariah Nasional -Maljelis  Ulalmal  Indonesial  (selalnjutnya l  disebut  

DSN-MUI).  DSN- MUI dibentuk paldaltalnggall 10 Februalri 1999 dengalnaldalnya l SK 

No. Kep-754/MUI/II/1999  Tentalng  Pembentukaln  Dewaln  Syalrialh  Nalsionall  

Maljelis Ulalmal  Indonesial.  Dibentuknya l  DSN-MUI  kalrenal  aldalnya l  

perkembalngaln paldal  Lembalgal  Keualngaln  Syalrialh  di  Indonesial,  sehinggal  Maljelis  

Ulalmal Indonesial  (MUI)  memutuskaln  perlunya l  saltu  Lembalgal  untuk  mendukung 

daln  mengemba lngkaln  keberaldalaln  Lembalgal  Keualngaln  Syalrialh  ya lng berwenalng  

mengelualrkaln  faltwal,  sehinggal  dalpalt  memberi  kemalslalhaltaln dallalm 

perkembalngaln alktivitals ekonomi syalrialh di Indonesial.  

Malkal faltwal-faltwa l ya lng dikelualrkaln DSN-MUI bertujualn untuk melindungi 

operalsionall institusi  keualngaln  syalrialh  algalr  berjallaln  sesuali  prinsip  

islalm(Syalifullalh, 2019).Konsekwensi   logis   dalri   pelalksalnalaln   regulalsi   untuk   

penera lpaln hukum ekonomi  syalria lh  aldallalh  diperlukaln  institusi  yalng dibentuk 

untukmenga lwall  implementalsi  faltwal-faltwa l  dalri  DSN-MUI.  Malkal  dibentuklalh 

Dewaln  Pengalwals  Syalrialh  (selalnjutnyal  disebut  DPS)  untuk  mema lstikaln balhwal    

faltwal    DSN-MUI    benalr-benalr    diteralpkaln    dallalm    lalpalngaln perekonomialn 

syalrialh di Indonesial. Kehaldiraln DPS sebalgali alkibalt hukum dalri  keputusaln  Dewa ln  
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Syalrialh  NalsionallMa ljelis  Ulalmal  Indonesial  (DSN-MUI)No.Kep-98/MUI/III/2001   

Tentalng   Susunaln   Pengurus   DSN-MUI Balgialn   Peraln   DPS,   sehingga l   DPS   

memiliki   fungsi   secalral   periodik mengalwalsi lembalgal keualngaln syalrialh(Munthe, 

dkk, 2019). 

Berkalitaln  dengaln  pengalwalsaln  lembalgal  keualngaln  syalrialh  oleh alnggotal  

DPS,  malkal  kealnggotalaln  dalri  DPS  dihalruskaln  mumpuni  dallalm segi  keilmualn  

secalral  komprehensif  daln  integrall  dalla lm  fiqih  mualmallalh malupun   ekonomi   

Isla lm,   dengaln   demikialn   pengalwalsaln   yalng   terus berjallaln  didukungdengaln  

kuallifikalsi  alka ldemik  dalri  alnggotal  DPS  yalng profesionall,  sehinggal  bekerjalnya l  

lembalgal  keualngaln  ekonomi  syalrialh dalpalt   berjallaln   dengaln   balik   sertal   semalkin   

meningka lt   pulal   syalrialh complialnce-nya l(Mujib,  2016). 

Nalmun,  peraln  DPS  sebalgali  kepalnjalnga ln talnga ln  DSN-MUI  dallalm  

mengimplementalsikaln  prinsip  sya lria lh  salmpali salalt  ini  halnyal  mendominalsi  

sektor  keualngaln.  Dominalsi  pengalwa lsaln ya lng    terjaldi    da llalm    sektor    

keualngalnberdalmpalk    paldal    luputnyal pengalwa lsaln  sektor  riil  dallalm  industri  

pengaldalaln  jalsa l  daln  produk  hallall. Sallalh  saltu  contoh  kuralngnyalpengalwalsaln  

DPS  paldal  sektor  riil  telalh terjaldi di  industri  wisaltal  halla ll.  

 

METODE PENELITIALN 

Metode  ya lng  digunalka ln  dallalm  alrtikel  ini  aldallalh  yuridis-normaltif, dengaln  

pendekalta ln  historis,  pendekalta ln  konseptuall,  dalnpendekaltaln Undalng-Undalng 

(Malrzuki,  2017).Daltal ya lng  diperlukaln  dallalm  alrtikel  ini aldallalh  daltal  sekunder  

balik  dengaln  bentuk  balhaln  hukum  primerseperti Undalng-Undalng,  balhaln  hukum  

sekunderseperti  buku  daln  jurnall,  daln balhaln  hukum  tersierseperti  alrtikel-alrtikel  

lalin  yalng  berkalitaln  denga ln pembalha lsaln  ini.  Balhaln  hukum  diperoleh dengaln  

studi  kepustalkalaln. Metode  alnallisis  menggunalkaln  yuridis  kuallitaltif,  yalitu  balhaln 

hukum  tidalk dialnallisis    dengaln    rumus    staltistik,    melalinkaln    dengaln    

pendekalta ln penalfsiraln  hukum,  daln  konstruksi  hukum  dengaln  calral  berfikir  

deduktif (Wignjosoebroto,  2013).Tulisaln  ini  alkaln  membalhals  balgalima lnal  peraln 

peraln dewaln pengalwals sya lrialh terhalda lp DSN – MUI dallalm  memenuhi  syalrialh 

complialnce paldal  industri  wisaltal  hallall  di Indonesial,   memalpalrkaln   tinjalualn   

kritis   mengenali   dominalsi   ekonomi sya lrialh  dallalm  sektor  keualngaln,  serta l  

menjelalskaln  pentingnyal  produk faltwal balru dalri DSN-MUI ya lng diiringi 

pengalwalsaln ketalt DPS paldal sektor riil. 

HALSIL DALN PEMBALHALSALN 

Justifikalsi Dewaln Penga lwals Sya lrialh (DPS) daln Dewaln Syalri’alh Nalsionall  Maljelis  

Ulalmal  Indonesial  (DSN-MUI) da llalm  Penegalkaln Syalrialh Complialnce di Indonesial 

Salalt ini, DPS memalng lebih balnya lk difokuskaln paldal Lembalgal keualngaln. ALnggota l  
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DPS dihalruskaln calkalp  daln  profesionall  dalri  segi teori  daln  pralktik  sertal  

berpenga llalmaln  di  bida lng Fiqih,  Mu’almallalh termalsuk  ekonomi  daln keualngaln  

Isla lm  kontemporer. Sebalb DPS sebalgali    penentu tingkalt    kepaltuhaln    

(complialnce)    balgi    sualtu perusalhalaln da ln balnk terhaldalp prinsip sya lri’alh. Juga l 

algalr perusalhalaln altalu  lembalgal ya lng  bersalngkutaln  dipercalyal  oleh  malsya lralkalt  

ya lng ingin mengelola l keualngaln daln menjallalnkaln ketala ltaln terhaldalp alturaln ALllalh  

sekalligus  menghindalri  hall-hall  ya lng dilalralng  oleh  sya lria lt  algalmal(ALbsor, dkk, 

2013). 

ALnggotal  DPS  ya lng  ditempaltkaln  di  Lembalgal  keua lngaln  daln Balnk 

Syalri’alh halrus mendalpalt persetujualn dalri DSN-MUI. Keputusaln DSN-MUI No. 03 

Talhun 2000 tentalng Petunjuk Pelalksalnalaln ALnggotal Dewaln   Pengalwa ls    Syalrialh   

paldal   Lembalgal   Keualnga ln   Sya lri’alh menentukaln  jumlalh alnggotal DPS dallalm  

tialp  Lembalgal  keualngalnp alling sedikit 3 oralng alnggota l ya lng sallalh saltunya l 

ditetalpkaln sebalgali ketual.ALnggotal  DPS palling  balnyalk berjumlalh setengalh  dalri  

jumlalh Direksi.  Tugals  utalmalnyal sebalga li penalsehalt  altalu  pemberi  salraln kepalda l 

Direksi, Pimpinaln Usalhal Syalri’alh daln Kalntor Calbalng Sya lri’alh dallalm  hall  terkalit  

alspek  Sya lri’alh(Pertiwi,   2019).  

Selalin   itu   aldal beberalpal peraln ya lng dijallalnkaln oleh DPS, a lntalral 

lalin(Umalm, 2015):1) Mengalmalti,  mengkalji  daln  menilali  implementalsi  faltwal 

DSN-MUIpaldal    malnaljemen    operalsionall    Lembalgal keualngaln daln Balnk Syalri’alh 

2)Memalstikaln  daln  menga lwalsi  secalral  alktif  malupun  palsif mengena li  peneralpaln  

faltwal  DSN-MUIdallalm  Lembalgal Keualngaln malupun Balnk Syalri’alh 3) Melalkukaln  

sosiallisalsi  daln  edukalsi  kepaldal  malsya lralkalt tentalng Balnk Syalri’alh melallui medial 

ya lng sudalh berjallaln seperti pengaljialn, maljlis tal’lim daln khutbalh 

Jum’alt4)Memberikaln  opini  dalri  a lspek  sya lri’alh  terhaldalp pelalksalnalaln   

operalsionall   Lembalgal   keualngaln   secalra l keseluruhaln da llalm lalporaln publikalsi 

Lembalgal keualngaln5)Mengka lji  produk  daln  jalsal  balru  yalng  belum  aldal  faltwa l 

untuk dimintalkaln faltwal kepaldal DSN-MUI6) Menya lmpalikaln  lalporaln  halsil  

pengalwalsaln  syalri’alh sekuralng-kuralngnya l   setialp   6   (enalm)   bulaln kepalda l 

Direksi, DSN-MUIdaln Balnk IndonesialMalkalkorelalsi  alntalral  DPS  daln  DSN-MUI  

dallalmhall  pengalwa lsaln ditalmbalh   denga ln   OJK   sebalgali   peneralp   salnksi 

Perlu  diketalhui  balhwal  alturaln  mengenali  talnggung  jalwalb  DPS malsih  

belum  terlihalt  jelals  daln  tegals  seperti  ketegalsaln  yalng  berla lku paldal   Dewaln   

Komisalris.   Tidalk   aldal peralturaln   yalng   menjelalskaln pertalnggung jalwalbaln   

pribaldi   DPS   terkalit   kewenalnga lnnyal   dallalm peneralpaln  prinsip  sya lri’alh.  

Paldalhall  peraln  DPS  aldallalh  sebalgali kekualtaln yalng   menentuka ln   tingkalt 

complialnce sualtu   Lembalgal terhaldalp  prinsip  syalri’alh  daln  nilali-nilalinyal.  ALpalbilal 

talnggung  jalwa lb besa lr ini tidalk disertali denga ln peralturaln daln salnksi yalng ketalt, 

malkal kemurnialn peneralpaln prinsip syalri’alh dalri sualtu sektor altalu lembalgal menjaldi  
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diralgukaln.Jikal  hall  ini  dibialrkaln  alkaln  menga lkibaltkaln  pa ldal pencemalra ln 

kepercalya laln malsya lralkalt(Rismalyalni & Luthfial, 2018).  

Integritals  DPS ditegalskaln lalgi denga ln  aldalnya l  kesimpulaln  dalri penelitialn  

ya lng  dilalkukaln  oleh  ALrif,  balhwal  jumlalh  alnggotal  DPS, Pendidikaln  DPS,  

Ralngkalp Jalbaltaln  DPS,  Kompetensi  DPS,  Jumlalh Ralpalt  DPS,  Reputalsi  DPS  

daln  Perubalhaln  Komposisi  DPS salngaltmempengalruhi kalralkteristik kinerjal DPS. 

ALkhirnyal kalralkteristik kinerjal DPSya lng  bermalcalm-malcalm itu mempenga lruhi  

kinerjal  daln  resiko pembialya laln   di   sualtu   sektor keualngaln   ya lng   dialwalsi   oleh   

ya lng bersalngkutaln (Nugroho, 2020). 

Berdalsalrkaln     pemalpalraln     sebelumnyal, DPS merupalkaln Lembalgal  

pengalwals di  sektor  keualngaln  sya lria lh  yalng  dibentuk  oleh DSN-MUI.  DSN-

MUI denga ln produk faltwalnyal dalpalt dika ltalkaln sebalga li pengalwals   eksternall   

Lembalgal Keualngaln Syalrialh daln   Perbalnkaln Sya lrialh,s edalngka ln DPS sebalgali 

pengalwals interna ll yalng ditempaltkaln di tialp sektor tersebut menja llalnkaln tugals 

sesuali pedomaln faltwal DSN-MUI.Seoralng  DPS  selalin  sebalgali  penga lwals  

halruslalh  calka lp  daln malmpu berlalku sebalgali aldvisor paldal sektor keualngaln ya lng 

ditempalti, sebalb  integritals  daln  kalpalbilitals  seoralng  DPS  salnga ltmempenga lruhi 

tindalk  talnduk  lembalga l  ya lng  dialwalsinya l.Sinergitals  alntalral  DPS  daln DSN-MUI 

berpenga lruh  besalr  pa ldal  penegalkaln nilali-nilali islalm daln hukum   ekonomi   

syalrialh, kalrenal   kedualnya l   menentukaln   tingkalt kepaltuhaln sya lria lh paldal sektor-

sektor keualngaln di Indonesial 

Dominalsi Ekonomi  Syalrialh dallalm  Sektor  Keualngaln: Sebualh Tinjalualn 

KritisFaltwal  DSN-MUI  sebalgali  respon  balik  dalri  perkembalngaln  ekonomi syalrialh  

ya lng  signifikaln  di  Indonesial ya lng  mencalkup  berbalgali  sektor. Nalmun sektor 

terbesalr implementalsi ekonomi sya lrialh terletalk paldal sektor keualnga ln. Jikal alwallnya l 

malsih terbalta ls paldal sektor perbalnkaln, perlualsaln setelalhnyal  pun  malsih  seputalr  

keualngaln  ya lng  meliputi  alsuralnsi,  pa lsalr modall,  daln  pembia lyala ln,  selalin  itu  hall  

ini  jugal  berpenga lruh  paldal  sistemhukum di Indonesial(ALbdald, 2019). 

Proporsionallitals  ekonomi  syalrialh dimaltal  malsya lra lkalt  menempalti 

rualngbesalr  paldal  sektor  keualngaln.  ALpalbilal  diperdenga lrkaln kepaldal malsya lralkalt  

tidalk  menutup  kemungkinaln  ya lng  kelua lr  aldallalh  perbalnkaln sya lrialh,   alsuralnsi   

syalrialh,   obligalsi   syalrialh,   galdali   sya lrialh,   daln   lalin sebalgalinyal.  Direktur  

Pengembalngaln  Ekonomi  Sya lrialh  da ln  Industri Hallall KNEKS, ALfdhall ALlialsalr, 

sebalgalimalnal dikutip ALzwalr Iskalndalr, da ln Khalerul ALqbalr, melalnsir daltal jumlalh 

palngsal pa lsalr perba lnkaln sya lrialh halnyal 5,94 persen,  sedalngkaln  palngsa l  palsalr  non  

perbalnkaln  syalrialhhalnya l  2,75 persen.  

Perhitungaln   ini   halnya l   berda lsalrkaln   dalnal   malsya lralkalt   ya lng dikelolal 

oleh perbalnkaln sya lrialh(Iskalndalr & ALqbalr, 2019).Titik  tolalk  yalng  terfokus  paldal  

sektor  keualnga ln  ini  halnyal  seba ltals ga lmbalraln  sempit  terkalit  implementalsi  

ekonomi  syalrialh,  hall  ini  mungkin dalpalt  memberikaln  pusalt  perhaltialn  palral  
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pralktisi  ekonomi  sya lrialh  halnyalberkutalt  paldal  sektor  keualngaln,  altalu  finalnsiall  

semaltal.  Palda lhall  aldal balnya lk  sektor  lalinnya l  yalng  malmpu  diteralpkaln pralktik  

ekonomi  syalria lh seperti  kegialtaln  perekonomia ln  di  palsalr  traldisionall,  pertalnialn,  

industri, daln  bisnis  lalinnya l. Prosentalse  alngka l  sebelumnya l menunjukkaln balhwal 

perkembalngaln  sektor keualngaln  lebih  cepalt  dalri paldal  sektor  riil.  Paldalhall jikal  

hall  itu  terus  menerus  terjaldi  bukaln  tidalk  mungkin  terjaldi economic bubble, 

inflalsi  daln  ketimpalngaln  neralcal  pembalya lraln  daln calpitalloutflow (Gunalwaln, 

2019). 

Prospek kedepalnnya lsektor keualnga lnalkaln bergalntung paldal sektor riil. 

Sebalbsektor keualnga ln tidalk dalpalt terjun la lngsung ke dallalm sektorriil yalng dalpa lt 

menghalsilkaln lalbal hallall. Dallalm sektor finalnsiall, ualng menjaldi penggeralk  

ekonomi,  bukaln  objek  perekonomialn. Objek  perekonomialn terletalk  paldalbalralng,  

altalu  jalsal,  yalng  dinilali  dengaln ualng.  Selalnjutnya l alpalbilal  ualng  yalng  palda l  

dalsalrnya l  sebalgali  allalt  tralnsalksi,  daln  nialgal dijaldikaln  sebalga li  objek  utalmal 

perekonomialn,  malkal  jaltuhnya l  alda llalh  ribal sehingga l  muncul  balnyalk  spekulalsi,  

daln  kekalcalualn.  Meskipun  begitu,kedual sektor ini salling bersinergi, nalmun untuk 

memenuhi ketalaltaln dallalm peneralpaln ekonomi sya lrialh tentunyal salling bergeralk 

dengaln polal sya lrialh pula l 

.Dengaln demikialn pera ln sektor keualngaln khususnyal perbalnka ln da ln  

lembalgal  keua lngaln  syalrialh  dalpalt  memalinkaln  peraln  palling  penting untuk  

mendorong  rodal  perekonomialn  negalral.  Kalrena l sistem  balgi  halsil yalngmerupalkaln 

bralnd   imalge sektor   tersebut   berpelualng   besalr meningkaltaln investalsi palda l 

sektor riil (Iswalnto, 2020).Sudalh  salaltnya l  sektor sela lin  keualnga ln  paltut  

diperhaltikaln untuk meningka ltkaln  perkembalngaln  ekonomi  syalrialh. Jikal palda l 

dalsalrnya l  dalnal pihalk  ketigal  telalh  balnya lk  diperuntukaln  untuk  sektor  keualngaln,  

malkal keuntunga ln    diperoleh    dalri    penya lluraln    dalnal    sema ltal,    bukaln    dalri 

pernialga laln  secalral  riil,  sehingga l  bisal  dikhalwaltirkaln  alpalbilal alliraln da lnal pihalk 

ketigal mengallir balnya lk nalmun sektor riil tidalk malmpu menalmpung. Untuk itu, palra l 

pralktisi ekonomi syalrialh hendalknyal memusaltkaln kemballi paldal    sektor    riil,    

pernialga laln    pralktis,    daln    sektor    industri,    untuk mendalpaltkaln  keuntungaln  

dalri  pernialgalaln  riil,  bukaln  halnyal  dalri  pralktik sektor  keualnga ln  ya lng  halnya l  

mempertukalrkaln  ualng  semaltal.Sehinggal dominalsi  yalng  terja ldi palda l  

perkembalngaln  sektor  keualngaln alkaln  segera l diimbalngi  dengaln  perkembalngaln  

dallalm  sektor  riil, daln sallalh  saltuya lng berperaln  penting  dallalm  perekonomialn  

nalsionall  daln  internalsionall aldallalh industri wisaltal hallall. Keterliba ltaln  DSN-MUI  

daln  DPS  Dalla lm  Pengembalnga ln  Industri Wisaltal HallallPenting diketalhui 

sesungguhnya l talnggungaln DPS tidalk halnya l paldal sektor  keualngaln  saljal,sebalb 

gelialt  pertumbuhaln ekonomi syalri’alh jugal meralmbalh  paldal  sektor  riil,  yalitu  

sektor  ya lng berka litalnsecalral  lalngsung paldal  kegialtaln ekonomi  di  

malsya lra lkalt.Keberaldalaln sektor  riil menjaldi sallalh   saltu   kriterial ya lng   malmpu   
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menjaldi   mesin   penggeralk   rodal perekonomialn  sehinggal  mempengalruhi 

pertumbuhaln  ekonomidi  sualtu negalral (Beik   &   ALrsyialnti,   2016). 

Sektor-sektoritu meliputi   kegialtaln produksi  perusalhalaln,  produksi  rumalh  

talnggal  sertal  lemba lgal-lembalgal penghalsil   balralng-balralng   ya lng   dalpalt   

dikonsumsi   lalngsung   malupun dialmbil  malnfalaltnyal  untuk diproduksi  lebih  

balnyalk  lalgi.Sektor  pertalnialn, sektor pertalmbalnga ln, sektor industri pengolalhaln, 

sektor gals, sektor listrik, daln  sektor alir  bersih jugal termalsuk  dallalm  kaltegori  

sektor  riil  kalrenal beralda l dilualr sektor keualngaln. 

Beberalpal  sektor  itulalh  yalngjustru menjaldi  tempalt  balgi  malsyalralkalt untuk 

bekerjal daln mendalpalt penghalsilaln nya ltal.Kalpalsitals sektor riil ya lng tinggi  alkaln  

menguralngi  tingkalt  penga lngguraln,  meninggikaln  pendalpalta ln daln  dalmpalknya l  

mendorong  pertumbuhaln  ekonomi.  Menjaldi  semalkin jelals  balhwal tingkalt  

konsumsi,  pekerjalaln  daln  pendalpaltaln seseoralng dijaldikaln  tolok  ukur  

kesejalhterala ln dallalm  dinalmikal  malsyalralkalt.Ketigal falktor tersebut bera lsall dalri 

sektor riil yalng mestinyal bisal dijaldikaln pelualng algalr ekonomi sya lri’alh di Indonesia l  

dalpalt  tumbuh  lebih  optimall.  

Dengaln demikialn  urgensi pengalwalsaln  khusus paldal  sektor  riil halrus 

segera l dioptimallkaln untuk  menjalmin  implementalsi  prinsip  sya lrialh  benalr-bena lr 

berjallaln  sesuali hukum  islalm sertal  tidalk  disallalh gunalkaln  halnya l  untuk menjuall 

lalbel sya lri’a lh saljal. Salngalt disalya lngkaln kalrenal DPS tidalk dalpalt bergera lk malsif 

sebalgali penga lwals talnpa l pedomaln faltwa l-faltwal DSN-MUI. Mengingalt DPS aldallalh 

perpalnja lngaln   talngaln   dalri   DSN-MUI   dallalm   mengontrol   implementalsi prinsip 

syalrialh paldal sektor-sektor tersebut, malkal ya lng mesti di dalhulukaln aldallalh  

berlalkunya l  faltwa l-faltwaldalri  DSN-MUI ya lng  menga ltur  seluruh dimensi a lktivitals 

ekonomi dallalm sektor terkalit, ya lng dallalm hall ini aldallalh sektor riil perekonomialn 

syalrialh. Problem  yalng  terjaldi  salalt  ini  balhwal  dialntalral  faltwal-fa ltwal DSN-MUI 

ya lng  berlalku  dalri nomor  01  hinggal  nomor  137  faltwal  itu seba lgialn  besalr 

mengaltur   paldal   sektor   keualngaln   seperti   perbalnkaln   da ln   lembalga l 

 

keualngaln  non-balnk.  Halnyal  a ldal  beberalpal  sektor  riil  yalng  telalh  memiliki 

pedomaln  faltwa l  DSN-MUI  secalral  spefisik  dia lntalralnya l;  Faltwal nomor 83/DSN-

MUI/VI/2012 tentalng Penjuallaln  Lalngsung  Berjenjalng  Syalrialh Jalsal   Perjallalnaln   

Umralh,   Faltwal   nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentalng Pedomaln  

Penyelenggalralaln  Jalminaln  Sosiall  Kesehaltaln  Syalrialh,    Faltwal nomor 107/DSN-

MUI/X/2016 tentalng Pedomaln  Penyelenggalralaln Rumalh Salkit    Berdalsalrkaln   

Prinsip    Sya lrialh,    daln    Faltwal    nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentalng Pedomaln  

Penyelenggalralaln  Palriwisaltal  Berdalsalrkaln Prinsip Syalrialh(Faltwal DSN MUI).Sallalh  

saltu contoh  dalri  sektor  riil  yalng  memberlalkukaln  konsep syalrialh aldallalh dalri 
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perhotelaln sya lrialh ya lng memberikaln kontribusi cukup balik  balgi  industry  

palriwisaltal  Indonesial.   

Beberalpal  kotal  seperti Jalkalrtal, Balndung, Medaln, Kendalri, Suralbalya l, 

Semalralng daln Yogyalkalrtal memiliki hotel  syalrialh  kelalsbintalng daln  non-bintalng  

ya lng  telalh  berkembalng dengaln balik.Nalmun, perlu dieva llualsi pulalbalhwal hotel 

syalri’alh memalng tidalk balnyalk  berbedal dengaln  hotel-hotel  paldal  umumnyal,  

penekalnalnnyal paldal penyedialaln berbalgali falsilitals daln pelalya lnaln yalng tunduk palda l 

nilali-nilali alturaln Islalm. Talpi paldal falktalnya l implementalsi syalri’alh malsih belum 

mencalkup   keseluruhaln.   Dilihalt   dalri   orientalsi   palsalr,  hotel  sya lri’a lh cenderung  

meneralpkaln  pelalya lna ln  kepaldal  wisaltalwaln  muslim  paldalhall poin pentingnya l 

aldallalh kemalmpua ln untuk mengkondisikaln kebera lgalmaln wisaltalwaln ya lng 

menginalp di hotel tersebut.Misallnyal  paldal  falsilitals  da llalm  kalmalr  hotel  yalng  

menyedialkaln  ALl-Qur’a ln  daln  saljaldalh  untuk  kemudalhaln  salralnal  ibaldalh  yalng 

tidalk  dalpalt dimalnfalaltkaln oleh wisaltalwaln non-muslim. Kemudialn palda l desalin 

interior berupal paljalnga ln kal’balh altalupun kalligralfi sertal simbol islalmi lalinnya l. Saltu 

hall  ya lng  palsti da lpalt  diralsalkaln  oleh  wisalta lwaln  muslim  malupun  non-muslim  

ya lkni  aldalnya l  alturaln  pemisalhaln  talmu  lalki-lalki  dalnperempualn yalng  bukaln 

malhrom altalu  belum menikalh.  

Hotel sya lri’alh berusa lhal untuk membalngun citral positif daln menghalpus 

kesaln negaltif ya lng sering timbul paldal  malsyalralkalt  jikal  memalndalng  industri  

perhotelaln  malupun  tempalt penginalpa ln  lalinnya l.ALturaln  pemisalhaln  tersebut  

diinformalsikaln  kepaldal palral talmu secalra l terbukal melallui lisaln daln/a ltalu tulisaln 

ketikal seseoralng alkaln melalkukaln proses reservalsi dalncheck-in.Lebih lalnjut  

dengaln  berlalkunya l Faltwal  Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentalng Pedomaln 

Penyelenggalralaln   Pa lriwisaltal   Berdalsalrkaln   Prinsip Syalrialh merupalkaln  produk  

DSN-MUI  yalng  menjaldi  sallalh  saltu  pedomaln DPS  dallalm  menjallalnka ln  fungsi  

pengalwalsaln seka lligus  palndualn  balgi penyedial jalsal industri  palriwisaltal.  Di  dallalm 

Faltwal  Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentalng Pedomaln Penyelengga lralaln  

Palriwisaltal  Berdalsalrkaln Prinsip  Syalrialh dijelalskaln  terkalit ketentualn  umum,  

ketentualn  hukum, prinsip   umum   penyelengga lralaln   wisa ltal,   ketentualn   palra l   

pihalk   daln alkaldnyal,   ketentualn   hotel   syalrialh,   ketentualn   wisaltalwaln, ketentualn 

destinalsi  wisaltal,  ketentualn  lalyalnaln  spal  daln  sejenisnya l,  ketentualn  biro 

perjallalnaln  wisaltal,  ketentualn  pemalndu  wisaltal,  daln  ketentua ln  penutup (DSN-

MUI, 2016).Faltwal ya lng dikelualrkalntalhun  2016 tersebut  berfungsi  seba lgali stalndalr  

implementalsi  prinsipsyalrialh  balgi  industri  perhotelaln  syalrialh  di Indonesial. 

ALnallisis  menggunalkaln Faltwa l  Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 telalh dilalkukaln 

terhalda lp beberalpal bisnis perhotelaln daln industri wisaltal di Indonesial alnta lral lalin; 

1)Penelitialn Khusnul  Nur  ALisyalh  yalng  menyimpulkaln  balhwal falsilitalsi daln 

alkomodalsi perhotelaln di Ponorogo, tepaltnyal di hotel Salnkital Syalrialh da ln Hotel 

La ltibaln telalh berjalla ln sesuali fa ltwal  dengaln  a ldalnya l  taltal  tertib  talmu  ya lng  tidalk  
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menerimal palsalngaln  yalng  bukaln malhromnya l, busalnal pega lwali  sesuali prinsip 

Syalrialh, hotel tidalk memperlihaltkaln dekoralsi/ornalmen  paltung  daln  lukisaln  yalng  

mengalndung unsur  pornogralfi,  halnya l  saljal penyedialaln  konsumsi  balgi talmu belum 

memenuhi sya lralt sebalb belum bersertifikalt hallall dalri MUI (Khusnul, 2018). 

Palpalraln daltal   tersebut   mengualtkaln   urgensi   pengalwalsalndaln 

pengalwallalnDPS  paldal  lalpalnga ln  sektor  riil. Hall  itu  ditunjukkalndengaln aldalnya l  

bebera lpal  hotel berlalbel sya lrialh  malsih  bera ldalptalsi  daln  belum menyempurnalka ln   

kesesualialn   prinsip   Sya lrialh   ya lng   ditentukaln   palda l FaltwalDSN-MUI   No.   

108/DSN-MUI/X/2016. Terlebih Faltwal Tentalng Pedomaln Penyelengga lralaln 

Palriwisaltal Berda lsalrkaln Prinsip Syalrialh lebih mengalralh  kepaldal  industri  

perhotelaln  salja l  sedalngkaln  hotel halnyal  sallalh saltudalri  sekialn salralnal  dallalm  

bidalng  kepalriwisaltaln  da lnbukaln  saltu-sa ltunya l destinalsi palriwisaltal(Dewi, 2020) 

.Kuralngnya l   pengalwalsaln   DPS   paldal   industri   palriwisaltal   di   altals 

menunjukkaln produk  FaltwalDSN-MUI  ma lsih  terkesaln sempit daln belum 

mencalkup  seluruh  alspek untuk  menjaldi  pedomaln  implementalsi  prinsip sya lrialh 

paldal berbalgali industri sektor riil,sehinggal membaltalsi kinerjal DPS dallalm  

pengalwalsaln  sektor  riil  untuk  mengimplementalsikaln  nilali-nilali  daln prinsip 

syalrialh secalra l keseluruhaln.Jikal hall ini tidalk segeral ditindalk lalnjuti oleh   piha lk   

ya lng   memiliki   kewenalnga ln,   bukaln   hall   mustalhilalkaln bemunculaln  sektor  riil  

industri  pengalda laln  balralng  da ln  jalsal  la linnya l  di Indonesial ya lng ha lnyal berlalbel 

syalrialh nalmun tidalk memenuhi prinsip daln nilali-nilali  hukum  ekonomi  syalrialh.  

ALkibaltnyal mencemalri kepercalyalaln malsyalralkalt, terutalmal malyoritals umalt 

muslim,dallalm kalncalh nalsionall daln internalsionall mengenali perekonomialn syalrialh 

di Indonesial. 

 

KESIMPULALN 

 

 

Pentingnyal  pera ln  DSN-MUIsebalgali  pengalwals  eksternall  daln  DPS 

sebalgali  pengalwals  internall  berpengalruh  besalr  paldal  kepaltuhaln  prinsip syalrialh 

di sektor keualngaln. Hall yalng perlu dievallua lsi dalri perkembalngaln ekonomi syalria lh 

di Indonesial yalitu ba lhwal faltwal-fa ltwalda lriDSN-MUI serta l pengalwalsaln   dalri   DPS   

malsih   berkutalt   paldal   sektor   keua lngaln   saljal, sehingal  pengalruh  ya lng  diberikaln  

oleh  regulalsi  daln  regulaltornya l  paldal sektor  keualngaln  daln  sektor  riil  belum  

seimbalng.  ALkaln  tetalpi,  jikal  fokus sekalralng  ini  malsih  palda l  sektor  keualnga lnhall  

ini  jugal  penting  sebalgali rodal penggeralk sektor riil lalinnya l ya lng memalng halrus 

bersinergi denga ln polal sya lrialh algalr terciptal siklus perekonomialn syalrialh secalra l 

penuh, balik secalral  sektor  keualngaln  sebalga li  allalt,  daln  sektor  riil  lalin  sebalgali  

objek perekonomialn. Perlu  dipalhalmi  balhwal  sektor  keualngaln  bukaln  halnya l  

sekedalr  allalt untukmemperoleh  keuntungaln  dengaln  mempertukalrkaln  ualng  
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dengaln ualng  ya lng  nalntinyal  jaltuh  sebalgali  ribal,  nalmun  perlu  keseimbalngaln 

dengaln  sektor  perdalgalnga ln  riil  lalinnya l  untuk  mewujudkaln  perekonomialn 

berbalsis  sya lria lh.Malka l  peraln DSN-MUI  da llalm  mengelua lrkaln  Faltwal produk  

syalrialh  balru  halrus  segeral  dilalkukaln  daln  penga lwalsaln  DPS  paldal sektor  riil  

mestinyal  diperketalt  kalrenal  sektor  riil  telalh  berkembalng  salngalt pesalt   nalmun   

malsih   ditemukaln   ketidalkpaltuhaln   paldal   prinsip-prinsip sya lrialh. 
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